








BADAN STANDARDISASI NASIONAL

12. Keputusan Kepala Badan| Standardisasi Nasional
Nomnor 965/BSN-1/HK|{35/05/2001 tentang
Organisasidan Tata Kerji Badan Standardisasi
Napional, sebagaimana telhh beberapa kali diubah
terpkhir dengan PeraI:

Stgndardisasi Nasional Norhor 4 Tahun 2011;

ran Kepala Badan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATUYRAN KEPALA BAIDAN STANDARDISASI
NASIONAL TENTANG PEDO PELAKSANAAN SISTEM

PELAPTA.N PELANGGARAN LINGKUNGAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Reraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:
1. Badgn Standardisasi Nasional [yang selanjutnya disingkat
BSN| adalah lembaga pemerirjtah nonkementerian yang
dan bertanggung jawab|di bidang Standardisasi dan
E ;| K )

2. Pegayai Badan Standardisasi |Nasional yang selanjutnya
disebut Pegawai BSN adalah wai Negeri Sipil dan Calon
Pegayai Negeri Sipil, Pegawai Tetap Pemerintah, tenaga
lainnya termasuk tenaga yang bekerja di lingkungan
BSN.

3. Sistem. ...
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Pelangghran yang diatur dalam |
a.

b.

Sisttm Pelaporan Pelanggd

penyampaian pelaporan

korypsi yang telah terjadi

me

berKaitan dengan dugagn pelanggaran

dila

Pelapor adalah Pegawai

perh

pidgna korupsi yang terja|

atkan Pegawai BSN

kan di BSN.

ran adalah mekanisme
Hugaan tindak pidana
atau akan terjadi yang
dan orang lain yang

yang

BSN yang melaporkan

uatan yang diduga merupakan suatu tindak

di di BSN, atau pihak

terkpit lainnya yang memiliki akses informasi yang

memadai atas terjadinya
ters¢but.
Tim| Penerima Pelapora

selapjutnya disingkat TP

berthigas menerima dan 71

pela

yan
sebd

Nomi

Negg¢ri Sipil.

koru
peny
kepe
grati

Pejarat yang berwenang mel

berwenang menjatuh

or 53 Tahun 2010 tg

Pasal 2

ralahgunaan wewenang

fikasi;

whs ben 2014 _firal doc

dugaan pelanggaran

n  Pelanggaran yang
PP adalah Tim yang

nenindaklanjuti laporan

hggaran yang disampaikjan oleh Pelapor.

nghukum adalah pejabat
kan hukuman disiplin

lgaimana dimaksud dalagm Peraturan Pemerintah

ntang Disiplin Pegawai

Peraturan ini meliputi:

psi, kolusi, dan nepotistne;

atau jabatan untuk

ntingan pribadi dan/atau golongan; dan

BABII. ...
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a. mer
kelu
Anc
aka

b. mer

C. mer

d.

e. mer|
Lap

f. mer

g. mer
stat]

Selain

Pelapor

a. beri

b. ber
peld

c. mer
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Pelapor

BAB 11

Pasal 3

PELAPOR PELANGGARAN

atau dugaan Pelanggaran ol

menyar

Pelapor]

mempunyai hak:

disqrtai bukti.

bun b )

bebfs dari pertanyaan yang

Pasal

sebagaimana

hperoleh perlindungan

aman yang berkenaan
h, sedang, atau telah di
hberikan keterangan

jJdapatkan penerjemah;

jJdapatkan informasi n
bran;
jJdapat nasihat hukum; d
jJdapat perlindungan

us hukum maupun rasa

Pasal §

hak sebagaimana din

ikad baik;
ikap kooperatif
inggaran; dan

lyampaikan seluruh infqg

jal wiw ban 2004 _final doc

selama

yang melihat sendiri lan mengetahui adanya

Pegawai BSN, dapat

hpaikan laporan kepada|TPPP.

dimalfsud dalam Pasal 3

atas keamanan pribadi,

jarga, dan harta bendanya, serta bebas dari

dengan Laporan yang
erikannya;

a tekanan;

menjerat;

nengenai perkembangan
lan /atau

hukum baik mengenai

amarn.

laksud dalam Pasal 4,

mempunyai kewajiban berupa:

proses pelaporan

rmasi dengan benar dan

BABIIL. ...
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(1) La

digampaikan kepada TPPP

(2) Se
sel
da

BAB III

Pasal €

poran sebagaimana dij

lain menyampaikan
bagaimana dimaksud

pat disampaikan dengar

[ONAL

MEKANISME LAPORAN

maksud dalam Pasal 2

secara langsung.

secara langsung

pada ayat (1), laporan

cara.

a. | melalui surat;
b. | melalui telepon;
c. | melalui kotak pengadu
d. | melalui surat elektroni
e. | melalui faksimile.
BAB I
TIM PENERIMA PELAPO
Pasal
(1) TPPP sebagaimana dim
m¢mpunyai susunan kean
a.| Penanggung Jawab
b.| Ketua
c. | Anggota

b

praf whs bum 2014 _fned doc

n;

; dan/atau

N PELANGGARAN

ksud dalam Pasal 6
otaan sebagai berikut:

Kepala Badan
Standardisasi Nasional,
Kepala Inspektorat
Badan Standardisasi
Nasional; dan

Kepala Biro Hukum,
Organisasi dan Humas
dan Kepala Biro

Perencanaan, Keuangan

dan Rumah Tangga.

(2). Susunan. ...
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(2) Suﬂunan keanggotaan TPPP sebagaimana dimaksud

pa
Baflan Standardisasi Nasiohal.

a ayat (2) ditetapkan dpngan Keputusan Kepala

Pasal §

(1) Dalam menjalankan tugagnya, TPPP dibantu oleh
Sekretariat TPPP yang sefara ex-officio dilakukan
oleh Inspektorat BSN.

(2) Sekretariat TPPP sebagaimjana dimaksud pada ayat
(1)] bertugas memberikary bantuan administrasi
unfuk kelancaran pelaksarjaan tugas TPPP.

Pasal 9

TPPP s¢bagaimana dimaksud dplam Pasal 7 mempunyai
kewajijan sebagai berikut:
a. mgmberikan perlindungan| kepada Pelapor, dengan
cara:
1. [menjaga kerahasiaan idgntitas Pelapor; dan
2. |mengungkapkan identifas Pelapor hanya untuk
keperluan penyelidikan] penyidikan, penuntutan
dan pemeriksaan di sidgng pengadilan.
b. mglaporkan pelaksanaan pengelolaan Laporan
se¢ara berkala setiap 6 (erjam) bulan sekali kepada
Kepala Badan Standardisasi Nasional dengan

tethbusan kepada seluruh Pimpinan Unit Eselon I.

BAB V
PENGELOLAAN LAPORAN

Pasal 10. ...
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

TPPP

Pengaduan pelanggaran

dalam Pasal 3.

ayat (1) meliputi:

a. | registrasi;
b. | verifikasi;
c. | pengkajian;
d. | audit investigasi; dan/3
e. | tindak lanjut.

Pasal 1
Repistrasi Laporan Pg

Pasal 14

sebagaimana dim

mgmpunyai tugas melaku

Pengelolaan Laporan sebaj

dimhaksud dalam Pasal 7 a

dehgan cara menerima

sud dalam Pasal 6
pengelolaan laporan

sebagaimana dimaksud

paimana dimaksud pada

tau

1
ngaduan
yat (2) huruf a dilakukan

dan mengadministrasi

sebagaimana

Laporan serta memberikan| nomor register Pelapor.

(1)] digunakan sebagai

meglakukan komunikasi de

Pasal 1
Laporan pelanggaran y
selanjutnya di verifikasi olg

st wh baay 2014 _fival doc

Nomor register sebagairnalrLla dimaksud pada ayat
identitas Pelapor dalam

hgan TPPP.

R
ang
h TPPP.

sudah diregister

(2) Verifikasi. ...
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Verifikasi

aksud pada ayat (1) m

laporan  pel

ejelasan dan kebenara

elanggaran;

ggaran sebagaimana

liputi:

ejelasan dan kebenarai} identitas Pelapor; dan

n materi atau isi laporan

Jika identitas Pelapor, majeri Laporan pelanggaran

m¢nindaklanjuti laporan.

Ddlam hal materi laporan|

bukti pendukung jelgs dan benar, TPPP akan

berkaitan dengan tugas

dan fungsi BSN, maka dilakukan kajian.

Ddlam hal materi
befrkaitan dengan tugas
diferuskan ke instansi/len
Jika

identitas Pelapor

lapdran pelanggaran tidak

dan fungsi BSN, maka
ibaga di luar BSN.

dan materi laporan

pelanggaran tidak jelas maka:

eminta informasi tar

b.[tidak menindaklanjuti

diduga melanggar tidak
tidak jelas, Pegawai BS
eninggal dan/atau P¢
kerja di BSN;

« andri’s work'sh & p

a besi 20

vateen tamfral whis bun 2004 ool des

nbahan kepada Pelapor,

ika identitasnya jelas; atau

laporan, jika identitas

elapor tidak jelas/tidak ada, Pegawai BSN yang

jelas, materi pelanggaran
N yang dilaporkan telah
gawai BSN sudah tidak

Pasal 13. ...
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(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 1

Kajlan atas laporan

p
c
a.dugaan kasus;
b.
c. ppkok permasalahan/ maf

it kerja terkait;

d.kptentuan yang dilanggar
e. kpsimpulan; dan

f. r¢komendasi.

ReKHomendasi kajian sebag

ay
a.

(1) dapat berupa:

eterangan; atau

b. tindaklanjut dengan audif

Pasal 11

Dallam melakukan audift

dupBaan pelanggaran yang
BSN, TPPP berkoordinasi d
Hapsil audit investigasi sebg
ayat (1) dituangkan dals

3

langgaran

oleh TPPP

se:Egajmana dimaksud dalagm Pasal 7 ayat (2) huruf
muat hal-hal sebagai bgrikut:

teri laporan pelanggaran;

aimana dimaksud pada

ndaklanjut dengan p¢ngumpulan bukti dan

investigasi.
i

investigasi terhadap
dilakukan oleh Pegawai
engan Inspektorat BSN.
lgaimana dimaksud pada
im laporan hasil audit
-hal sebagai berikut:

rmasalahan;

inyestigasi yang memuat h

a. | latar belakang/pokok

b. | ruang lingkup;

c. | tujuan audit investigasif;

d. | simpulan; dan

e. |rekomendasi tindak lanjut.

brvatefl whis bsn 2014 _final doc

Pasal 15. ...
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Pasal 1|5

audit ipvestigasi

audit ihvestigasi

audit ipvestigasi

pndasi tindak lanjut aths hasil audit investigasi
Pasal 13 ayat (2) huruf e

n;

yampaian hasil audit ifivestigasi kepada Aparat
egak Hukum jika ditgmukan adanya indikasi

sebagaimana
ayat (2) disampaikan
lon I dan/atau Pejabat

[ IT1.

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) njadi dasar penjatuhan
;Il Pegawai BSN yang

jusan penjatuhan hukuman disiplin diterbitkan
l pejabat yang berwenpng menghukum paling
bat 3 (tiga) bulan sejpk diterimanya laporan
an ditembuskan kepada

sebagaimana

Rekom
sebagajmana dimaksud dalam
dapat Berupa:
a. perjatuhan hukuman disipli
b. perjgembalian kerugian negpra; dan/atau
c. pen

Pen

tindak pidana.

Pasal 16

(1) Laporan hasil

dirhaksud dalam Pasal 1

kepada Pimpinan Unit ESE

yamg berwenang menghuky
(2) Laporan hasil

hukuman disiplin kep

terpukti bersalah.
(3) Pu

ole

1

hagil audit investigasi deng

Ketua TPPP.

Pasal 17

(1) Lagoran hasil

din

e 'andts morkisk &

ben 2014_final doc

jaksud dalam Pasal 16 alyat (1) bersifat rahasia.

(2) Dalam. ...
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

hal
penpyelidikan dan penyidik

Dalam diperlukan
Hukum, hasil
dimaksud pada ayat (1) dg
derjgan diketahui Kepala In

audit i

Dalam hal untuk kepentin

untuk  kepentingan
An oleh Aparat Penegak
Ivestigasi  sebagaimana
pat dibuka dan diakses

spektorat.

gan selain penyelidikan

dan
(2),
menidapat persetujuan Kep

penyidikan sebagaim

Dal
dimgksud pada ayat (3],
berloordinasi dengan unit

tugds dan fungsi di bidang
maspyarakat, dalam

ketefbukaan informasi.
Pasal 18

Pelapor dapat meminta

Pengaduan yang disampaikan

a dimaksud pada ayat

hasil audit investigasi| dapat dibuka setelah

a Inspektorat.

memberikan  pergetujuan sebagaimana

Kepala

lkerja yang mempunyai

Inspektorat

hukum dan hubungan

rangka akuntabilitas dan

penjelasan mengenai

mbangan dan/atau tindak lanjut atas laporan

dengan cara

menyampaikan nomor

Jikal Pelapor meminta pdnjelasan sebagaimana

ayat (1),

TPPP memberikan

penjelasan mengenai perkenbangan tindak lanjut

ielasan

pelapggaran tersebut.

rdrad v bun 2014 _ Gl doc

ity work'sh & p

mengenai pgrkembangan

laporan

BAB V. ...




BAB Y

PENUTUP

Pasal 19

Peratyran Kepala ini mulai berlaku pada tanggal

diundgngkan.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal > ey 24

MENTERI HUKU ‘uu
REPUBLIK INDONESIA,

A\ NEGARA REPUB

AS] MANUSIA

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Dedember 2014
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

-

BAMBANG PRASETYA

P14

LIK INDONESIA TAHUN R014 NOMOR 1946
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